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ABSTRACT

This study aims to determine the suitability of Protected Rice Fields with
land use, factors that cause land use conversion, and determine strategies in
controlling agricultural land conversion through LSD policies in Kaliwates District,
Jember Regency. The study was conducted in Kaliwates District, Jember Regency,
East Java. The data sources used in this study are primary data and secondary data.
Mixed research methods with data collection techniques in this study using
interview, observation, and document review techniques. Interviews were
conducted using purposive sampling techniques to a group who were considered to
understand and know information related to the research topic. Observations were
made by surveying land use to LSD locations in Kaliwates District. Document
review was carried out in the analysis of factors causing land use change and
analysis of LSD suitability maps with land use in Kaliwates District. The results
showed that there were 73.44% conformity area, 26.57% nonconformity area,
72.72% conformity area, and 27.28% nonconformity area. Factors of population
density, LSD area, and land production simultaneously affect the occurrence of rice
field conversion with a significance of 0.025. LSD area and land production
partially affect land use change with significance of 0.016 and 0.012. While the
population density factor partially did not affect the occurrence of agricultural land
conversion with a significance of 0.41. The direction of the agricultural land
conversion control strategy in Kaliwates District can be classified into aspects of
agricultural land conversion control instruments and aspects of implementing
agricultural land conversion agencies.

Keywords: Land Use Conversion; protected paddy fields; causative factors;
Conformity; Control Strategy
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian merupakan sektor strategis yang memiliki peranan penting.
Namun, dari waktu ke waktu lahan pertanian semakin tergerus akibat laju arus
alih fungsi lahan. (Utami, 2019). Alih fungsi lahan menjadi permasalahan yang
tidak dapat dihindarkan pada setiap wilayah yang sedang berkembang saat ini.
Perkembangan jumlah populasi ditandai dengan adanya perubahan jumlah
populasi disetiap waktu menyebabkan proses urbanisasi yang tidak terkendali
dan berdampak pada meluasnya aktivitas-aktivitas pengembangan
pembangunan perkotaan yang nantinya akan makin mendesak aktivitas-
aktivitas pertanian (Harahap, 2013). Alih fungsi lahan pertanian merupakan
ancaman yang serius terhadap ketahanan pangan karena dampaknya bersifat
permanen karena lahan pertanian yang telah mengalami alih fungsi tidak dapat
dipulihkan peruntukannya jika telah terdapat bangunan.

Dalam konteks global, populasi dunia diperkirakan akan mencapai lebih
dari 9 miliar orang pada tahun 2050. Kondisi itu akan memunculkan salah satu
isu global yang perlu menjadi perhatian bersama di tahun-tahun mendatang,
yaitu mengenai ketahanan pangan (Vasan & Badard, 2021). Ketahanan pangan
merupakan salah satu upaya untuk bertahan dari krisis pangan. Ketika dunia
sedang menghadapi krisis ekonomi yang di dalamnya termasuk Kkrisis pangan,
ketahanan pangan merupakan salah satu solusinya (Maryatin & Subiyanto,
2013).

Isu krisis stok pangan salah satunya pada saat krisis ekonomi 2008,
misalnya, membuat tingginya harga-harga makanan yang meningatkan
malnutrisi dan kemiskinan (Compton, 2010). Pada tahun 2008 secara global
telah terjadi lonjakan kenaikan harga bagi beberapa makanan pokok, seperti
jagung, gandum, dan beras. Krisis pangan bukan hanya tentang kurangnya
ketersediaan jumlah pangan, namun juga bagaimana masyarakat dapat

mengakses pangan. Hal ini menyebabkan menyebarnya daerah yang rawan



pangan dan kekhawatiran akan kelaparan menjadi semakin besar (Walt, 2008).
Krisis pangan global disebabkan oleh beberapa hal, yakni jumlah penduduk
dunia yang kian meningkat, pengalihan fungsi lahan dan menurunnya kualitas
tanah, stabilitas harga, dan bencana (Mudrieq, 2013). Program-program
penanganan isu ini telah dijalankan pada tingkat lokal, nasional, maupun
internasional, namun untuk mencapai masa depan pangan yang
berkelanjutan. Berbagai strategi untuk menghadapi isu ketahanan pangan,
yaitu: 1) mengurangi pertumbuhan permintaan pangan dan produk pertanian;
2) meningkatkan produksi pangan tanpa memperluas penggunaan lahan
pertanian; 3) mengurangi permintaan lahan pertanian untuk melindungi dan
memulihkan hutan, sabana, dan lahan gambut; 4) meningkatkan pasokan
ikan melalui pengelolaan budidaya perikanan; dan 5) mengurangi emisi GRK
dari hasil produksi pertanian (Searchinger, 2018).

Dalam kondisi saat ini, terbatasnya lahan di perkotaan menjadi
tantangan membangun kesadaran akan ketahanan pangan. Bahkan dalam level
nasional, tantangan membangun ketahanan pangan di Indonesia adalah
terbatasnya lahan pertanian. Terbatasnya lahan, khususnya alih fungsi lahan
sawah dapat menjadi ancaman bagi ketahanan pangan terkait dengan
berkurangnya kapasitas produksi pangan nasional. Namun demikian, alih fungsi
lahan tidak dapat dihindarkan terkait dengan kebutuhan masyarakat akan tempat
tinggal dan juga kegiatan pembangunan ekonomi (Irawan & Ariningsih, 2014).

Jawa Timur menjadi provinsi di Indonesia yang menyandang predikat
lumbung pangan nasional dan Kabupaten Jember merupakan salah satu sentra
penghasil padi terbesar di Jawa Timur dan menjadi kawasan pengembangan
padi Jawa Timur. Oleh sebab itu, produksi tanaman padi di Kabupaten Jember
mampu memberikan kontribusi tertinggi terhadap Produksi Nasional sebesar
615,70 ribu ton (Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember 2021). Disamping itu,
Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang
perkembangan wilayahnya tumbuh dengan pesat, terutama pada beberapa
sektor seperti permukiman, industri, pariwisata, perdagangan dan jasa.

Perkembangan wilayah ini membutuhkan ketersediaan lahan yang cukup.



Akibatnya terjadi alih fungsi lahan yang semula sawah menjadi lahan non-
pertanian semakin tinggi. Alih fungsi lahan ini juga dipercepat dengan semakin
tingginya pertumbuhan penduduk serta perpindahan penduduk yang tinggi
berakibat lahan sawah berubah menjadi lahan pemukiman dan industri lainnya.
Alih fungsi lahan pertanian ini memberi dampak pada: (a) hilangnya lahan
pangan produktif; (b) ketergantungan impor pangan meningkat; (c) harga
pangan semakin tinggi; (d) berkurangnya lapangan pekerjaan di sektor
pertanian; (e) meningkatnya jumlah buruh tani dan petani tanpa tanah; dan (f)
meningkatnya kerentanan sosial dan pengangguran (Sutaryono, 2016).
Berdasarkan hal tersebut maka perlindungan terhadap lahan pertanian pangan
perlu dilakukan.

Dalam rangka pengendalian terhadap keberadaan lahan pertanian
pangan, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Tidak
cukup dengan itu pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59
Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah serta Penetapan
Lahan Sawah Dilindungi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
(Permenko) Nomor 18 Tahun 2020, Lahan Sawah yang Dilindungi yang
selanjutnya disingkat LSD adalah lahan baku sawah yang ditetapkan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan
tata ruang melalui sinkronisasi Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan
Sawah. Pemerintah terus berkomitmen untuk mendorong dan menjaga sektor
pertanian Indonesia, salah satunya melalui perlindungan lahan pertanian
terutama lahan sawah. Upaya tersebut dilakukan melalui implementasi
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi
Lahan. Peraturan Presiden tersebut bertujuan untuk: (1) mempercepat
penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dalam rangka memenuhi dan
menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan
nasional: (2) mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang semakin pesat; (3)

memberdayakan petani agar tidak mengalihfungsikan lahan sawah; dan (4)



menyediakan data dan informasi lahan sawah untuk bahan penetapan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan
Pertanahan Nasional Nomor 1589/X11/2021, menyebutkan bahwa penetapan
peta lahan sawah dilindungi terdapat pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera
Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi
Nusa Tenggara Barat. Akan tetapi, dalam kondisi sekarang ini, pengendalian
alin fungsi lahan berupa penetapan LSD masih belum optimal dalam
menghentikan laju alih fungsi lahan pertanian. Terdapat lokasi yang telah
ditetapkan sebagai LSD oleh Tim Terpadu, akan tetapi dalam kondisi lapangan
masih tidak sesuai dengan tata ruang.

Padahal pada kenyataannya, perkembangan pembangunan yang berada
di kawasan lahan sawah dilindungi tidak serta merta dapat dialihfungsikan
menjadi peruntukan lainnya. Pengendalian harus melalui tahap mekanisme
persetujuan dan penerbitan terhadap pelaksanaan pembangunan tetap sesuai
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah direncanakan.
Perencanaan tata ruang dan penggunaan lahan harus dilakukan dengan
mempertahankan lahan pertanian yang ada dan memastikan eksistensi kawasan
lahan sawah dilindungi.

Lahan Sawah yang Dilindungi atau yang disingkat dengan LSD
merupakan lahan baku sawah yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang melalui
sinkronisasi Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Dalam
kebijakan ini, terdapat Tim Terpadu yang memegang kendali dalam penetapan
kebijakan LSD dan diberikan kewenangan untuk menetapkan Peta Lahan
Sawah yang Dilindungi yang dibantu oleh tim pelaksana. Tim Terpadu
Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang selanjutnya disebut Tim Terpadu
adalah tim lintas kementerian/lembaga yang dibentuk dalam rangka
pengendalian alih fungsi lahan sawah sebagaimana diatur dalam Peraturan

Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan



Sawah. Selanjutnya, Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah
yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk untuk
membantu pelaksanaan tugas Tim Terpadu.

Akan tetapi, peraturan pemerintah tersebut belum dijalankan secara
optimal, sehingga penyusutan lahan pertanian produktif masih terus terjadi.
Terdapat beberapa kondisi dimana bangunan berada di kawasan lokasi yang
telah ditetapkan sebagai LSD. Kelemahan dalam aspek regulasi maupun
peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah biasanya
terletak pada tidak sejalan atau selarasnya dengan peraturan terkait dan tidak
saling memperhatikan antara peraturan satu dengan peraturan yang terkait
(Anggraini, 2016). Masih banyak pengembangan pembangunan di kawasan
lahan sawah dilindungi yang nantinya juga akan memperkecil luasan lahan
pertanian produksi beras, maka dari itu perlunya analisis faktor penyebab alih
fungsi lahan yang masih terjadi saat ini karena kondisi ini berdampak pada
berkurangnya hasil produksi pertanian pada setiap tahunnya. Beberapa kondisi
di atas menunjukkan bahwa kajian kesesuaian LSD di wilayah Kabupaten
Jember penting untuk dilakukan.

Kecamatan Kaliwates merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten
Jember yang memiliki produktifitas padi yang tergolong tinggi sebanyak 61.11
kw/ha (BPS Kabupaten Jember Tahun 2021). Kecamatan Kaliwates merupakan
kawasan periurban yang berada di wilayah strategis cukup dekat dengan
wilayah pusat administrasi Kabuapten Jember sehingga banyak diincar oleh
investor serta keperluan pembangunan proyek lainnya. Alih fungsi lahan di
Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember tergolong tinggi.

Kawasan Lahan Sawah Dilindungi yang berada di Kecamatan
Kaliwates, Kabupaten Jember masih banyak permasalahan terkait perizinan dan
ketidaksesuaian antara peta LSD dengan penggunaan tanahnya, sehingga hal
tersebut menarik untuk dilakukan penelitian karena pengembangan
pembangunan di Kecamatan Kaliwates sedang tinggi yang menyebabkan alih
fungsi lahan yang perlu dikaji faktor penyebab, kesesuaiannya dengan kawasan

LSD, serta strategi pengendalian alih fungsi lahan melalui kebijakan LSD.



Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul
“Analisis Faktor Penyebab Dan Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan
Melalui Kebijakan Lahan Sawah Dilindungi di Kecamatan Kaliwates,
Kabupaten Jember”.
B. Rumusan Masalah Penelitian
Alih fungsi lahan yang semakin meningkat menjadi salah satu ancaman
bagi ketahanan pangan nasional. Bertambahnya jumlah penduduk serta
perkembangan akan ekonomi dan industri di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten
Jember dikarenakan urbanisasi berdampak pada alih fungsi lahan pertanian
pangan khususnya sawah vyang produktif. Namun demikian, upaya
pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui Lahan Sawah
Dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan hingga kini masih
memerlukan kajian mendalam sesuai yang diinginkan. Berdasarkan latar
belakang tersebut di atas, maka dirumuskanlah pokok permasalahan sebagai
berikut:
1. Bagaimana kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi dengan penggunaan
tanah di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember?
2. Apakah faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan di Kecamatan
Kaliwates, Kabupaten Jember?
3. Bagaimana strategi dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian
melalui kebijakan Lahan Sawah Dilindungi?
C. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi dengan penggunaan tanah
di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.
2. Mengetahui faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan di Kecamatan
Kaliwates, Kabupaten Jember.
3. Mengetahui strategi dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian melalui
kebijakan LSD di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.
D. Manfaat Penelitian
1. Menambah pengetahuan tentang faktor penyebab terjadinya alih fungsi

lahan di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.



2. Menambah pengetahuan dalam memahami strategi pengendalian alih
fungsi lahan pertanian melalui kebijakan Lahan Sawah Dilindungi.

3. Sebagai referensi atau rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam
bidang strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian melalui

kebijakan Lahan Sawah Dilindungi.



BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis spasial di Kecamatan Kaliwates dalam kesesuaian
antara LSD dengan penggunaan tanah tahun 2023, penelitian ini
mendapatkan analisis bahwa terdapat 73,44% luas bidang kesesuaian,
26,57% luas bidang ketidaksesuaian, 72,72% jumlah bidang kesesuaian,
dan 27,28% jumlah bidang ketidaksesuaian.

2. Berdasarkan hasil analisis penelitian, faktor kepadatan penduduk, luas LSD,
dan produksi lahan secara simultan mempengaruhi terjadinya alih fungsi
lahan sawah dengan signifikasi 0,025. Faktor luas LSD dan produksi lahan
secara parsial mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan dengan signifikasi
0,016 dan 0,012. Sedangkan faktor kepadatan penduduk secara parsial tidak
mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan pertanian dengan signifikasi
0.41.

3. Arahan strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan
Kaliwates dapat diklasifikasikan menjadi aspek instrumen pengendalian
alih fungsi lahan pertanian yang meliputi evaluasi kebijakan dan
optimalisasi, keseimbangan pola ruang pertanian dan non-pertanian,
intensifikasi lahan pertanian, dan pemberian insentif ekonomis dan aspek
instansi pelaksana alih fungsi lahan pertanian meliputi sinkronisasi data
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, koordinasi dan sinergi antar pihak
yang terkait, penetapan sanksi yang lebih tegas, dan sosialisasi.

B. Saran

1. Harus ditinjau dan dianalisis lebih lanjut penyelesaian ketidaksesuaian
antara LSD dengan penggunaan tanah di Kecamatan Kaliwates dengan
mengoptimalkan pelaksanaan instrumen pengendalian alih fungsi lahan .

2. [Faktor yang menyebabkan laju alih fungsi lahan harus dapat dikendalikan
dengan menjalankan peraturan dan kebijakan pengendalian alih fungsi

lahan. Selain itu, perlu menambahkan faktor lain selain kepadatan
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penduduk, luas LSD, dan produksi lahan agar model regresi menjadi lebih
valid dan reliabel.

. Perlu  peningkatan  komitmen dalam  pelaksanaannya  untuk
mempertahankan tanah-tanah di kawasan LSD, dan strategi dalam
pengendalian alih fungsi lahan yang melibatkan pihak-pihak terkait dengan
LSD. Pemeritah dalam melaksanakan pengaturan dan perlindungan
mengenai lahan pertanian telah diatur dalam perturan perundang-undangan
dan peraturan daerah maka pemerintah seharusnya dapat melaksanakan
peraturan-peraturan tersebut dengan baik meningat kebutuhan lahan sama
pentingnya dengan kebutuhan perumahan.
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